PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1976
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) "DANA REKSA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mempercepat preseluasan pengikut
sertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusgleaasahaan
swasta melalui pasar modal menuju pemerataan patahgpdan
untuk lebih efektif menghimpun dana dari masyarag@dr dapat
digunakan secara produktif dalam pembiayaan pemimeamng
nasional, perlu didirikan suatu Perusahaan Penmnsgi@BRSERO)
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3ndAdndang
Nomor 9 Tahun 1969;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktamdPasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, ptare modal
Negara dalam rangka pendirian Perusahaan PersgtBREERO)
termaksud perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat . 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang DE345;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 23
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditgmbah

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang etégrkan
Undang- Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran fdegahun
1951 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran fdega
Tahun 1952 Nomor 67);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaragahée Tahun
1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904)
tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara,;

5. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 lpbeam Negara
Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Na@stt)
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (laeamb
Negara Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Begar
Nomor 2987);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK  PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) "DANA REKSA".

BAB |
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaanmdaftedal saham
Perusahaan Perseroan (PERSEROQO) dalam bidang pegaagafek dan
penghimpunan serta pengelolaan dana dengan namaERER "DANA
REKSA" yang dalam Peraturan Pemerintah ini selaygutlisebut PERSERO.

Pasal 2

Maksud dan tujuan PERSERO ialah :

a. mempercepat proses pengikut-sertaan masyaraleah goemilikan
saham perusahaan-perusahaan menuju pemerataanpatanda
dengan jalan membeli saham perusahaan-perusahdanimasar
modal dan memecahnya dalam pecahan kecil (settifikham)
sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas;

b.  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pahger dana
dengan membeli efek perusahaan-perusahaan untulsedfidiri
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan ualenj
sertifikat sendiri dengan maksud agar masyarakas lpembeli
sertifikat dapat menikmati keuntungannya.

BAB Il ...
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BAB Il
MODAL PERSERO

Pasal 3

(1) Modal dasar PERSERO berjumlah Rp. 50.000.000-0¢ima
puluh milyar rupiah) dan terbagi atas saham-sahesnas dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan PemerintahoN&éh Tahun
1969 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24T a8d2.

(2) Dari jumlah modal dasar PERSERO tersebut dagat (1) telah
diambil bagian serta disetorkan oleh Negara Rebublidonesia
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rgpiah

(3) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai permodd@&RSERO
ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasarnyaddsarkan

Keputusan Menteri Keuangan.

BAB Il
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pelaksanaan dari penyertaan Negara sebagaimana dyavadcsudkan
dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukanunu¢ ketentuan-
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stb4718 23
sebagaimana yang telah beberapa kali diubah damldith, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, denganperéatikan
ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraieamerintan Nomor
12 Tahun 1961) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24114 972.

Pasal 5
Pelaksanaan pendirian PERSERO dikuasakan kepadii/Keruangan
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam FasBeraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV ...
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturand?gtah ini diatur

tersendiri.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tandigaldangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memeriatap&ngundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalambaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 1976

MENTERI/'SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICHAK ULANG



